
B U P ATI TA N A H  L A U T

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 12fTAHUN 2021 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANAH LAUT, 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan 
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tent.ang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022; 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor
27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tent.ang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tamba.han Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573;

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tent.ang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent.ang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573;

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
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Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daera.h 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor187, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia. Nomor 6402); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambaha.n
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2), Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

24. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran · Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018
Nomor 565);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah
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Daerah (Berl.ta Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 754); 

27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007
Nomor 2);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008

Nomor 11);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2016 Nomor 6);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 (Lembaran

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun

2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 9);

35. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 (Berita Daerah

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 53);
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MEMUTUS K A N: 

Menet.apkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2022. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah
Laut.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD,
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan.

8. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/ at.au pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

9. Dok.um.en Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut DPA SKPD adalah dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat
pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi
bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh penguna angaran.

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

(2) APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:
a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah; dan
c. Pembiayaan Daerah.
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Pasal 3 

Anggaran Pendapa1:an Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar 

Rpl.494.508.572.035,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh empat 
miliar Iima ratus delapan juta. lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh 
lima rupiah), yang bersumber dari: 
a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4 

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a

direncanakan sebesar Rpl68.281.561.435,00 (seratus enam puluh

delapan miliar dua ratus delapan puluh sa.tu juta lima ratus enam
puluh sa.tu ribu empat ratus tiga puluh puluh lima rupiah), yang terdiri
atas:
a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2} Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp36.575.000.000,00 (tiga puluh enam miliar 

lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah). 
(3} Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp7. 936.345.500,00 (tujuh miliar sembilan ratus 
ti.ga puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus 
rupiah). 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp14.626.000.000,00 (empat belas miliar enam ratus dua puluh enam

juta rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana climaksud
pada ayat {l) huruf d direncanakan sebesar Rp109.144.215.935,00

(seratus sembilan miliar seratus empat puluh empat juta dua ratus
lima betas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 5 

(1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
direncanakan sebesar Rp36.575.000.000,00 (tiga puluh enam miliar

lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Parkir;
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g. Pajak Air Tanah;
h. Pajak Sarang Burung Walet;
1. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

J. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

(2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

(3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp4.150.000.000,00 (empat miliar seratus lima
puluh juta rupiah).

(4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf d
direncanakan sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh
lima juta rupiah).

(6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp20.550.000.000,00 (dua puluh miliar lima
ratus lima puluh juta rupiah).

{7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf f direncanakan 
sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). 

(8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
h direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana di.maksud pada
ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan
ratus juta rupiah).

{11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar 
Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah). 

(12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar
Rp4. 700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 6 

(1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf b direncanakan sebesar Rp7. 936.345.500,00 (tujuh miliar
sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu
lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.

(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp2. 793.446.000,00 (dua miliar tujuh ratus
sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).
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(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp3.726.471.000,00 (tiga miliar tujuh ratus dua
puluh enam juta empat ratus tujuh puluh satu. ribu rupiah).

(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
hw-uf c direncanakan sebesar Rpl.416.428.500,00 (satu miliar empat
ratus enam belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus
rupiah).

Pasal 7 

( 1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
sebagaimana dimak:sud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar
Rpl4.626.000.000,00 (empat belas miliar enam ratus dua puluh enam
juta rupiah), yang terdiri atas:
a. bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)

atas Penyertaan Modal pada BUMN; dan
b. bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)

atas Penyertaan Modal pada BUMD.

(2) Bagi.an Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas
Penyertaan Modal pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp14.500.000.000,00 (empat belas miliar
1ima ratus juta rupiah).

(3) Bagi.an Laba yang Dibagikan kepada Pemerinta.h Daerah {Dividen) atas
Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh
enam juta rupiah).

Pasal 8 

(I) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dima.ksud dalam Pasal
4 huruf d direncanakan sebesar Rp109.144.215.935,00 (seratus
sembilan miliar seratus empat puluh empat juta dua ratus lima belas
ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
c. Jasa Giro;
d. Pendapatan Bunga; dan
e. Pendapatan BLUD.

(2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar RpS0.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).

(3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahk:an sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hutuf b direncanakan sebesar
Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah).

(4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c clirencanakan
sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

(5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp 15.000.000.000,00 (litna belas miliar rupiah).
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(6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp 86.879.215.935,00 (delapan puluh enam

miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima belas

ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 9 

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b

direncanakan sebesar Rpl.326.227.010.600,00 (satu triliun tiga ratus

dua puluh enam miliar dua ratus dua puluh tujuh juta sepuluh ribu

enatn ratus rupiah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dim.aksud pada

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl.215.977.010.600,00 (satu

t.riliun dua ratus lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh

juta sepuluh ribu enam ratus rupiah).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimak.sud pada ayat

(1) huruf b direncanakan sebesar Rpl 10.250.000.000>
00 (seratus

sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 10 

(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dim.aksud dalam
Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rpl.215.977.010.600,00 (satu

triliun dua ratus lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh

juta sepuluh ribu enam ratus rupiah), yang terdiri ata.s:

a. Dana Perimbangan;

b. Dana Insentif Daerah (DID);dan

c. Dana Desa.

(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

clirencanakan sebesar Rpl.101.300.294.600,00 (satu triliun seratus

satu miliar tiga ratus juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam
ratus rupiah).

(3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b direncanakan sebesar Rpl0.342.946.000,00 (sepuluh miliar tiga

ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu

rupiah).

(4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c clirencanakan

sebesar Rp104.333.770.000,00 (seratus empat miliar tiga ratus tiga

puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 11 

(1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 huruf b direncanakan sebesar Rpll0.250.000.000,00 (seratus
sepuluh miliar dua ratus lima puluh jut.a rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Bagi Hasil.
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(2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rpl 10.250.000.000,00 (seratus sepuluh miliar
dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 

(1) Lain-lain Pendapat.an Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada
Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri
atas:
a. Lain-lain Pendapat.an Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang

Undangan.

(2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang
Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a direncanakan
sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 13 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar 
Rpl.635.547.777.496,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh lima miliar 
lima ratus empat puluh tujuh jut.a tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu 
empat ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja Operasi;
b. Belanja Modal;
c. Belanja Tidak Terduga; clan
d. Belanja Transfer.

Pasal 14 

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf a direncanakan sebesar Rpl.201.672.073.029,00 (satu triliun
dua ratus satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh
tiga ribu dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Hibah; dan
d. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp668.901.001.097,00 (enam ratus enam puluh
delapan miliar sembilan ratus satu juta seribu sembilan puluh tujuh

rupiah).

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp483.300.050.395,00 (empat ratus delapan
puluh tiga miliar tiga ratus juta lima puluh ribu tiga ratus sembilan
puluh lima rupiah).

(4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp37.206.221.537,00 (tiga puluh tujuh miliar
dua ratus enam juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga
puluh tujuh rupiah).



12 

(5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp12.264.800.000,00 (dua betas miliar dua ratus
enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 15 

(1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp668.901.001.097,00 (enam ratus enam puluh
delapan miliar sembilan ratus satu juta. seribu sembilan puluh tujuh
rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
g. Belanja Pegawai BOS; dan
h. Belanja Pegawai BLUD.

(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp426.392.571.773,00 (empat ratus dua
puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh
puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp203.295.440.353,00 (dua ratus
tiga miliar dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat
puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rpl.471.981.129,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh satu
juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh
sembilan rupiah).

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.443.872.220,00 (dua puluh
empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta delapan ra.tus tujuh
puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah).

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp755.022.322,00 (tujuh ratus
lima puluh Ii.ma juta dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh dua
rupiah).

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta. KDH/WKDH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar

Rp912.480.000,00 (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan
puluh ribu rupiah).

(8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar RpS.204.883.300,00 (lima miliar dua ratus
empat empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus
rupiah).
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(9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf h
direncanakan sebesar Rp6.424. 750.000,00 (enam miliar empat ratus
dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 16 

(1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp483.300.050.395,00 (empat mtus
delapan puluh tiga miliar tiga ratus juta lima puluh ribu tiga ratus
sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Barang;

b. Belanja Jasa;
c. Belanja Pemeliharaan;
d. Belana Perjalanan Dinas;

e. Belanja Uang dan/ atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat;

f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
clirencanakan sebesar RpS0.418.076. 763,00 (lima puluh miliar empat
ratus delapan belas juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam
puluh tiga rupiah).

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

clirencanakan sebesar Rp233.003. l 93.335,00 (dua ratus tiga puluh tiga
miliar tiga jut.a seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh
lima rupiah).

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp64.34 7 .239 .112,00 (enam puluh empat miliar
tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu
seratus dua belas rupiah).

(5) Belana Perjalanan· Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp38.383.655. 702,00 (tiga puluh delapan miliar
tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu
tujuh ratus dua rupiah).

(6) Belanja Vang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp4.080.700.000,00 (empat miliar
delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

(7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp28.334.013.864,00 (dua puluh delapan
miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga belas ribu delapan ratus
enam puluh empat rupiah).

(8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g direncanakan sebesar Rp64.733.171.619,00 (enam puluh
empat miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu
ribu enam ratus sembilan belas rupiah).
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Pasal 17 

(1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp37 .206.221.537 ,00 (tiga puluh tujuh miliar
dua ratus enam juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ra.tus tiga
puluh tujuh rupiah), yang te:rd.iri atas:

a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakat.an

yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

(2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) huruf a direncanakan sebesar Rp3.243.600.020,00 (tiga miliar
dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu dua puluh rupiah).

(3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembag3:, Organisasi Kemasyarakatan
yang Berbadan Huk:um Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
huruf b direncanakan sebesar Rp32.497.922.967,00 (tiga puluh dua
miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua
puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).

(4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rpl.464.698.550,00 (satu miliar empat ratus enam puluh empat juta
enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Pasal 18 

(1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rpl2.264.800.000,00 (dua belas miliar
dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang
terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu; dan
b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu.

(2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a direncanakan sebesar
Rp9.250.040.000,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh juta empat
puluh ribu rupiah).

(3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp3.014.760.000,00 (tiga miliar empat belas juta tujuh ratus enam
puluh ribu rupiah).

Pasal 19 

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf
b direncanakan sebesar Rp187.422.954.350,00 (seratus delapan puluh
tujuh miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh
em pat ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah;
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
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c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluhjuta rupiah).

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.512.561.708,00 (dua puluh
miliar lima ratus dua belas juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh
ratus delapan rupiah).

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpSl.563.555.709,00 (lima
puluh satu millar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima
puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah).

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar RpllS.041.250.107,00
(seratus lima belas miliar empat puluh satu juta dua ratus lima puluh
ribu seratus tujuh rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e direncanakan sebesar Rp285.586.826,00 (dua ratus delapan
puluh lima juta Iima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua
puluh enam rupiah).

Pasal 20 

(1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah.
(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a

direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 21 

( 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal
19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.512.561.708,00 (dua
puluh miliar lima ratus dua belas jute. lima ratus enam puluh satu ribu
tujuh ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Modal Alat Besar;
b. Belanja Modal Alat Angkutan;
c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
d. Belanja Modal Alat Pertanian;
e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
i. Belanja Modal Komputer;
j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
k. Belanja Modal Peralatan Proses/Produk:si
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I. Belanja Modal Rambu-Rambu;

m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

(2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu:rnf a
direncanakan sebesar Rp3.22 l.360.638,00 (tiga miliar dua ratus dua

puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh
delapan rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
huruf b direncanakan sebesar Rp342.017.792,00 (tiga ratus empat
puluh dua juta tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua
rupiah).

(4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Uk.ur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp130.345.259,00 (seratus tiga
puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh
sembilan rupiah).

(5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimak:sud pada ayat (I)
huruf d direncanakan sebesar Rp4.094.415,00 (empat juta sembilan

puluh empat ribu empat ratus lima belas rupiah).

(6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rpl.502.926.073,00 (satu

miliar lima ratus dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh
puluh tiga rupiah).

(7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp159.0l 1.850,00 (seratus Iima puluh sembilan juta sebelas ribu
delapan ratus lima puluh rupiah).

(8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.671.393.388,00 (empat

miliar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga
ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).

(9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h direncanakan sebesar Rpl.000.172.534,00 (satu miliar seratus
tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).

(10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
direncanakan sebesar Rp800.036.512,00 (delapan ratus juta tiga puluh
enam. ribu lima ratus dua belas rupiah).

(11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp210.239.425,00 (dua ratus

sepuluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua
puluh lima rupiah).

(12) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pa.da
ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp22.134.338,00 (dua puluh
dua juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan
rupiah).

(13) Belanja Modal Ram.bu-Ram.bu sebagaimana dimaksud pada ayat {l)
huruf 1 direncanakan sebesar Rp25.663.000,00 (dua puluh lima juta
enam. ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
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(14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf m direncanakan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta
rupiah).

( 15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana climaksud pada

ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp3.461.102.836,00 (tiga miliar

empat ratus enam puluh sa.tu juta seratus dua ribu delapan ratus tiga

puluh enam rupiah).

(16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp4.940.063.648,00 (empat
miliar sembilan ratus empat puluh juta enam puluh tiga ribu enam
ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 22 

(1) Belanja Modal Gedung Dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpSl.563.555.709,00

(lima puluh satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima
puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
b. Belanja Modal Monumen;

c. Belanja Modal Tugu Titilc Kontrol/Pasti; dan
d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

huruf a direncanakan sebesar Rp48.355.077.709,00 (empat puluh
delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu

tujuh ratus sembilan rupiah).

(3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp199.320.000,00 (seratus sembilan puluh

sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

(4) Belanja Modal Tugu Titilc Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rpl.969.158.000,00 (satu miliar

sembilan ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan
ribu rupiah).

(5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncana.kan sebesar Rpl.040.000.000,00 (satu
miliar empat puluh juta rupiah).

Pasal 23 

(1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud
pada Pasal 19 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
RpllS.041.250.107,00 (seratus lima belas miliar empat puluh satujuta
dua ratus lima puluh ribu seratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
b. Belanja Modal Bangunan Air;

c. Belanja Modal Instalasi; dan
d. Belanja Modal Jaringan.
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(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp 66.145.194.981,00 (enam puluh
enam miliar seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh
empat ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

(3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp35.842.055.134,00 (tiga puluh lima
miliar delapan ratus empat puluh dua juta lima puluh lima ribu
seratus tiga puluh empat rupiah).

(4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
rupiah).

(5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direnca.nakan sebesar Rpl0.553.999.992,00 (sepuluh miliar lima ratus
lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu
sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 24 

(1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal
19 ayat (1) huruf e sebesar Rp285.586.826,00 (dua ratus delapan puluh
lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh
enam rupiah}, yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
(2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf e direncanakan sebesar Rp285.586.826,00 (dua ratus delapan
puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua
puluh enam rupiah).

Pasal 25 

(1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 huruf c direncanakan sebesar Rp22.626.879.377,00 (dua puluh dua
miliar enam ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh
sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Tidak Terduga.

(2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a
direncanakan sebesar Rp22.626.879.377 ,00 (dua puluh dua miliar
enam ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan
ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 26 

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
hurnf d direncanakan sebesar Rp223.825.870. 740,00 (dua ratus dua
puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus
tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil; dan
b. Belanja Bantuan Keuangan.
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(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp4.451.134.550,00 (empat miliar empat ratus
lima puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima

puluh rupiah).

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp219.374.736.190,00 (dua ratus sembilan
belas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh
enam ribu seratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 27 

( 1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat ( 1) huruf
a direncanakan sebesar Rp4.451.134.550,00 (empat miliar empat ratus
lima puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima
puluh tupiahJ, yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Desa; dan

b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada

Pemerintah Desa.
(2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan

Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp3.657.500.000,00 (tiga miliar enam ratus
lima puluh tujuh juta lima ratus ribu tupiah).

(3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada
Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp793.634.550,00 (tujuh ratus sembilan puluh

tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh
rupiah).

Pasal 28 

{1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat 
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp219.374.736.190,00 (dua ratus
sembilan betas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga
puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsiatau Kabupaten/Kota
kepada Desa.

(2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi a tau Kabupaten/ Kota
kepada Desa sebagaimana climaksud pada ayat ( 1) huruf a
direncanakan sebesar Rp219.374.736.190,00 (dua ratus sembilan belas
miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam
ribu seratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 29 

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar 
Rp389.668.194.461,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar enam 
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ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu empat 

ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas: 

a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 30 

( 1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

29 huruf a direncanakan sebesar Rp439.668.194.461,00 (empat ratus

tiga puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh delapan juta

seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu

rupiah), yang terdiri atas:

a. Pelampauan Penerimaan PAD;

b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;

c. Penghematan Belanja; dan

d. Sisa Belanja Lainnya.

(2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

huruf a direncanakan sebesar Rp16.579.333.649,00 (enam belas miliar

lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu

enam ratus empat putuh sembilan rupiah).

(3) Petampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp97.081.624.780,00

(sembilan puluh tujuh miliar delapan puluh satu jut.a enam ratus dua

puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

(4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar Rp306.853.240.917,00 (tiga ratus enam miliar

delapan ratus lima puluh tiga jut.a dua ratus empat puluh ribu

sembilan ratus tujuh betas rupiah).

(5) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rpl3.153.995.115,00 (tiga betas miliar seratus

lima puluh tiga jut.a sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus

lima belas rupiah).

Pasal 31 

(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima

puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:

a. pembentukan dana cadangan; dan

b. pemberian pinjaman daerah kepada BUMD.
(2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh
miliar rupiah).

(3) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar

rupiah).
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Pasal 32 

(1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja
Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/ (defisit) sebesar
Rp(141.039.205.461,00) (minus seratus empat puluh satu miliar tiga
puluh sembilan juta dua ratus lima ribu empat ratus enam puluh satu
rupiah);

(2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan
terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanaka.n sebesar
Rp389.668.194.461,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar enam
ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu
em pat ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 33 

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari: 
1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasif:tkasi 

Menurut Kelompok., 
Jenis, Objek., Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. 
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegia�, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, 
Belanja, dan Pembiayaan. 

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Hi bah. 

4. La.mpiran N Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial. 

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Bantuan Keuangan bersifat um.um dan bersifat 
k:husus. 

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alam.at Penerima, dan Besaran
belanja bagi hasil. 

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian 
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. 

8. La.mpiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan
Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan 
Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerint.a.han Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. 

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan
Pemerinta.han Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian 
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. 



10. Lampiran X
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Sinkronisasi Kebijakan Pernerintah Provinsi/ 

K.abupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalarn 

Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan 

Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program 

Prioritas Perbatasan Negara. 

Pasal 34 

Pelaksanaan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan 
dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam DPA-SKPD 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 35 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Tanah Laut. 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 31 Desember 2021
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